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ABSTRAK

RATU NOVIA : NIM 2014/14042031Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap
Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan
Nagari Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap
kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan
Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang dilakukannya penelitian ini
adalah karena masih terdapat motivasi kerja perangkat nagari yang rendah dalam
pengelolaan keuangan nagari.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian
ini adalah seluruh perangkat nagari yang ada di Kecamatan Sungayang Kabupaten
Tanah Datar yang terdiri dari sekretaris nagari, bendahara nagari dan lima kepala
urusan nagari. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 32 responden yang ditentukan
dengan menggunakan rumus Slovin dan pengambilannya dilakukan melalui teknik
Simple Random Sampling. Data penelitian ini dikumpulkan melalui angket dengan
pengukuran skala likert. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan uji regresi
linear sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan
dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai Adjusted R Square 0,685. Hal ini berarti
pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja dalam pengelolaan keuangan
sebesar 68,5%. Sedangkan sisanya 31,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dikemukakan antara lain
agar perangkat nagari, khususnya yang ada di kecamatan sungayang, agar lebih
meningkatkan lagi motivasi kerja dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai
kategori “sangat tinggi” sehingga terciptanya pengelolaan keuangan nagari yang
maksimal dan tepat sasaran.

Kata Kunci : Motivasi Kerja, Kinerja, Pengelolaan Keuangan
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana dijelaskan dalam
pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dalam setiap
ketentuan perundangan-undangan yang mengatur pemerintahan pusat dan daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan sebagai negara kesatuan, menurut pasal 18 Ayat 1
UUD 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan republik indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah-daerah
kabupaten dan kota, tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerahnya sendiri yang diatur dengan undang-undang. Daerah-
daerah yang telah dibagi tersebut diberikan kewenangan untuk dapat mengatur
dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang disebut dengan azas otonomi
daerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan sarana pemerintah untuk
melaksanakan renovasi administrasi di tubuh pemerintah yang bertujuan untuk
memperbaiki praktek penyelenggaraan pemerintah di Indonesia (Irsyad, 2017:1).
Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang- Undang No.23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang baik harus
didukung oleh semua pihak yang terkait, baik sumber daya manusia maupun
sumber daya alam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Soekidjo (2009:124)
mengatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh dua faktor
utama, mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kerja. Sumber

daya tersebut seharusnya tidak dibiarkan saja tetapi harus dikelola secara



maksimal agar dapat menghasilkan sumber dana untuk daerah. Pengelolaan
sumber daya alam yang maksimal harus didukung oleh sumber daya manusia
(stakeholder) yang ada didaerah. Sebab stakeholder dalam organisasi pemerintah
merupakan pelaku dan sebagai penentu keberhasilan tujuan organisasi tersebut.

Untuk kepentingan ini pemerintah antara lain telah mengeluarkan Undang-
undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah membawa perubahan
yang cukup signifikan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
desa/nagari. Penyebutan nagari di Sumatera Barat sama halnya dengan
penyebutan desa di daerah lain yang merupakan pemerintahan terendah dalam
sistem pemerintahan Indonesia. Penyebutan “nagari” di Sumatera Barat sesuai
dengan azas otonomi daerah dan diatur dalam undang-undang, sebagaimana
terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 pasal 1
tentang pemerintahan daerah, yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan lahirnya undang-undang tersebut, nagari sudah diakui menjadi salah
satu bagian dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Undang-undang inilah yang

menjadi rujukan bagi nagari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai

pemerintahan terdepan di republik ini.

Selanjutnya dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 71 tentang Desa

berbunyi bahwa “Keuangan desa merupakan setiap hak dan kewajiban desa yang



dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Sehubungan dengan
itu, APB desa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan
berdasarkan peraturan desa tentang APB desa. Perancangan APB desa ini
dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu dilakukan melalui fo-
rum Musyawarah Desa/Nagari. Dalam forum itu masyarakat ikut serta
menentukan arah pembangunan di nagari yang dituangkan ke dalam Rencana
Kerja Pembangunan Desa. UU No 6 Tahun 2014 ini memberikan harapan baru
kepada nagari dalam meningkatkan peran aparatur pemerintah nagari sebagai

garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Realisasi dari UU tentang Desa ini masih menyisakan beberapa keraguan dari
berbagai pihak, sebab ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dialami
desa/nagari, diantaranya yaitu masalah kesiapan para pejabat aparatur di
pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari, masalah penerapan dan
penggunaan anggaran keuangan nagari, serta masalah peningkatan fungsi
pelayanan masyarakat terhadap tingginya dana yang diperoleh untuk nagari.
Sehubungan dengan itu, rencana pemerintah yang akan mengalokasikan anggaran
1 miliar tiap nagari setiap tahunnya sebagaimana yang diamanatkan undang-
undang Desa masih menimbulkan kekhawatiran pada efektivitas dan transparansi
penggunaannya. Penyebabnya, dana sebesar itu akan sia-sia jika kesiapan aparatur
dari pemerintah pusat hingga nagari tidak maksimal dalam pengelolaan keuangan
nagari. Dalam hal kesiapan perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari

maka perlunya motivasi kerja yang tinggi dari perangkat nagari serta didukung



dengan pelatihan yang dilakukan terhadap perangkat nagari sehingga perangkat

nagari paham dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, bahwa
pengelolaan keuangan nagari harus dilakukan dengan prinsip-prinsip atau azas-
azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
Pengelolaan keuangan desa/nagari merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh
perangkat nagari mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan
dan melakukan pertanggungjawaban keuangan nagari. Untuk meningkatkan
potensi nagari dan aparaturnya dalam memahami kebijakan pengelolaan keuangan
Pemerintah Nagari, maka perlu diadakan sosialisasi yang diadakan oleh

Pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Nagari itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 47 Tahun 2015
menyatakan bahwa pengalokasian Belanja Desa/nagari yang ditetapkan dalam
APB Desa/nagari digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah
anggaran belanja Desa/nagari digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/nagari, pelaksanaan pembangunan Desa/nagari, pembinaan
kemasyarakatan Desa/nagari, dan pemberdayaan masyarakat Desa/nagari, dan
paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa/nagari tersebut digunakan
untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa/nagari dan perangkat
Desa/nagari, operasional pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan

Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.



Permasalahan yang penulis temukan berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Wali Nagari Tanjuang pada tanggal 16 Oktober 2017 di Nagari Tanjuang
Kecamatan Sungayang bahwa perangkat nagari kurang termotivasi dalam
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh wali nagari. Hal ini terlihat dari
lamanya proses penyelesaian tugas yang diberikan, sehingga tidak tercapainya
tujuan dari pelaksanaan pemerintahan nagari tersebut. Selain itu, di sisi lain wali
nagari Tanjuang antara lain juga menjelaskan bahwa perangkat nagari Tanjuang
masih kurang memiliki kompetensi dan motivasi dalam pengelolaan keuangan
nagari. Disamping itu pihak nagari sudah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan
keuangan nagari yang tepat guna, dimana dalam mengikuti pelatihan tersebut
perangkat nagari merasa tidak mengerti dengan apa yang sedang diikutinya
dikarenakan materi pelatihan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan
oleh perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari. Akibatnya setelah
diadakan pelatihan tersebut perangkat nagari masih tidak paham bagaimana
seharusnya pengelolaan keuangan di nagari sehingga dalam pengalokasian dana
untuk nagari menjadi tidak tepat sasaran. Sehubungan dengan hal itu perangkat
nagari yang mengikuti pelatihan dalam pengelolaan keuangan tidak memahami
secara jelas materi pelatihan tersebut disebabkan juga karena waktu pelatihan
yang diadakan hanya satu hari sehingga perangkat nagari yang mengikuti
pelatihan tersebut menjadi tidak mengerti secara menyeluruh bagaimana

pengelolaan keuangan nagari yang baik.

Hal yang sama juga diperkuat oleh informasi sekretaris nagari Minangkabau

dalam wawancara tanggal 21 September 2017. Beliau menjelaskan bahwa



kurangnya motivasi perangkat nagari dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam
pengelolaan keuangan nagari terlihat dari lambatnya jam masuk kerja perangkat
nagari Minangkabau, dimana jam kerja di Nagari Minangkabau dimulai pada
pukul 09.00. Setelah sampai dikantor mereka lebih banyak duduk sambil
membaca koran. Selain disebabkan oleh kurangnya motivasi kerja dari perangkat
nagari juga disebabkan kurangnya kemampuan dari perangkat nagari dalam
pengelolaan  keuangan  tersebut, sehingga ~mereka belum  mampu
menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara baik. Kurangnya pelatihan yang
dilakukan oleh pihak pemerintah daerah juga dikeluhkan oleh pemerintah nagari
Minangkabau karena nagari belum mampu memahami pengelolaan keuangan

secara baik.

Selanjutnya Sekretaris Nagari Andaleh Baruah Bukik juga mengatakan
bahwa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang ada tidak
berfungsi dengan baik. Sulitnya PTPKN dalam melaksanakan pekerjaannya
karena mereka tidak mengerti tentang bagaimana melakukan kegiatan fisik baik
menyusun RAB ataupun permasalahan lain yang menyangkut kegiatan fisik
sehingga menyulitkan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari. Selanjutnya
dalam hal pelatihan dalam pengelolaan keuangan, peserta yang diminta hanya
bendahara dan sekretaris sementara yang bekerja dalam kegiatan pengelolaan
keuangan nagari tersebut juga melibatkan kepala urusan yang ada di nagari
sehingga hal ini jelas akan menyulitkan nagari dalam pengelolaan keuangan,

karena para kepala urusan tidak dilibatkan dalam pelatihan.



Mangkunegara (2011:67) mengatakan bahwa yang mempengaruhi
pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi
(motivation). Berdasarkan pendapat di atas bahwa motivasi merupakan salah satu
faktor yang berpengaruh dalam kinerja seseorang. Jika perangkat nagari tidak
puas biasanya mereka mempunyai motivasi kerja yang rendah. Akibatnya dalam
bekerja mereka biasanya kurang bersemangat, malas, lambat bahkan mereka bisa

banyak melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut bahwa pada dasarnya sifat manusia bersumber dari
adanya kebutuhan dan keinginan, dimana kebutuhan tersebut merupakan konsep
dari motivasi yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan memenuhi
kebutuhan dan keinginan parangkat nagari dapat menimbulkan motivasi dalam
melakukan pekerjaan dalam pengelolaan keuangan nagari. Karena tanpa
motivasi kerja tinggi yang dimiliki perangkat nagari maka nagari tidak akan
berhasil untuk menyelesaikan pekerjaan dalam pengelolaan keuangan nagari
secara maksimal akibatnya dana untuk nagari yang diberikan oleh pemerintah

tidak tersalurkan dengan baik.

Sehubungan dengan hal di atas bahwa faktor motivasi kerja perangkat
nagari sangat menentukan keberhasilan suatu nagari dalam pengelolaan keuangan
nagari, karena kecakapan sumberdaya yang mengelolanya akan menciptakan
pengelolaan keuangan nagari tersebut menjadi lebih baik. Untuk melakukan
tugas-tugasnya perangkat nagari harus memiliki motivasi yang tinggi dan

dorongan yang kuat sehingga menghasilkan prestasi kerja yang tinggi bagi



perangkat nagari, termasuk dalam pengelolaan keuangan nagari. Hal ini diperkuat
oleh pendapat Cepi (2015:92) yang mengatakan bahwa jika seseorang memiliki
motivasi kerja yang baik dalam melakukan pekerjaan maka akan menghasilkan
kinerja yang baik pula. Oleh karena itu, agar setiap perangkat nagari mempunyai
motivasi kerja yang tinggi, perlu bagi pemerintah atau pimpinan suatu daerah
memberikan motivasi kepada para pegawainya. Pemberian motivasi dapat
dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemberian kompensasi, penghargaan,
kesempatan untuk maju dan lain sebagainya. Betapa pun majunya teknologi,
berkembangnya informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, namun jika
tanpa sumber daya manusia maka akan sulit bagi organisasi untuk mencapai

tujuannya (Syamsir, 2014:59)

Berangkat dari masalah tersebut bahwa seharusnya perangkat nagari harus
benar-benar tahu tentang tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan dan
perangkat nagari harus memiliki motivasi kerja yang tinggi, sehingga dalam
melakukan suatu pekerjaan perangkat nagari tidak harus menunggu instruksi dari
pimpinan. Jadi diharapakan pimpinan juga harus mengerti yang dibutuhkan oleh
bawahan serta mengetahui keinginan-keinginan yang membuat bawahan puas
sehingga mereka memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan
pekerjaannya. Kinerja tidaklah mungkin mencapai hasil yang maksimal apabila
tidak ada motivasi, karena motivasi merupakan suatu daya penggerak yang
dimiliki oleh seseorang di dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi. Sementara itu kinerja yang rendah juga disebabkan rendahnya



motivasi dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang Robbins dalam Harbani

(2010:141)

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu
kekuasaan dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut
motivasi. Sehubungan dengan itu seseorang yang memiliki kemampuan yang
sedang-sedang saja relatif agak rendah namun jika disertai dengan motivasi yang
tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan, maka sangat memungkinkan seseorang
tersebut akan menunjukkan kinerja yang melebihi kinerja orang lain yang

memiliki kemampuan tinggi yang memiliki motivasi yang rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menelusuri
lebih mendalam untuk menjawab persoalan yang terjadi dengan melakukan
penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul: Pengaruh Motivasi Kerja
Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari

Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, selanjutnya
penulis mencoba mengidentifikasikan masalah- masalah yang akan diteliti yaitu

sebagai berikut:

a. Kurangnya motivasi perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari pada

Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.
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b. Tidak berfungsinya dengan baik Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Nagari (PTPKN) yang ada di sebagian nagari di Kecamatan Sungayang
Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, terutama dalam
menyusun RAB.

c. Kurang efektifnya pelatihan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan
nagari pada Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

d. Kurangnya kemampuan perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari

di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis dan untuk mempertajam
masalah penelitian maka penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu
pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan

keuangan nagari di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah

dalam penelitian ini:

1. Bagaimana gambaran tingkat motivasi kerja perangkat nagari di Kecamatan
Sungayang Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di

Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar?
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3. Apakah ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap kinerja
perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan
Sungayang Kabupaten Tanah Datar?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi
kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di

Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran tingkat motivasi kerja perangkat nagari di Kecamatan
Sungayang Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan keuangan nagari.

2. Mengetahui kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di
Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

3. Membuktikan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perangkat nagari

dalam pengelolaan keuangan nagari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan akademis,
penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia dan administrasi
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keuangan publik dalam mengkaji masalah-masalah motivasi kerja perangkat

nagari dan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan nagari.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Perangkat nagari, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan
atau pedomandalam pengelolaan keuangan nagari.

b. Peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat
gelar Sarjana Administrasi Publik.

c. Sebagai masukan bagi peneliti lanjutan yang ada hubungannya dengan

motivasi kerja perangkat nagari dan kinerjanya.



